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Abstrak 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Aliansi Masyarakat Adat 

Nusantara (AMAN) dalam pendampingan masyarakat adat Melayu di Pulau 

Rempang Galang, Provinsi Kepulauan Riau. Fokus utama penelitian ini adalah 

untuk menggali kontribusi AMAN dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai 

adat Melayu, serta bagaimana organisasi ini mendukung masyarakat adat dalam 

menghadapi tantangan sosial, budaya, dan ekonomi yang timbul akibat proses 

modernisasi dan urbanisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam kepada pemangku 

kepentingan, tokoh masyarakat adat, dan perwakilan AMAN. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa AMAN memiliki peran penting dalam memberikan edukasi 

dan advokasi hukum bagi masyarakat adat Melayu di Pulau Rempang Galang, 

terutama terkait dengan pengakuan hak atas tanah, pelestarian budaya, dan 

pembangunan yang berkelanjutan. AMAN juga berperan sebagai mediator antara 

masyarakat adat dan pemerintah serta pihak swasta, dalam upaya melindungi hak-

hak mereka dari dampak proyek-proyek pembangunan yang dapat merugikan 

keberlanjutan budaya dan lingkungan. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih dalam mengenai 

pentingnya peran organisasi masyarakat adat dalam menjaga keberagaman budaya 

Indonesia.  
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Kata kunci : Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, masyarakat adat Melayu, Pulau 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang memiliki, suku, agama, ras, dan adat 

istiadat yang beragam. Indonesia sendiri memiliki 1.340 suku bangsa (Badan 

Pusat Statistik, 2010) yang masih ada hingga sekarang. Dengan adanya 

keberagaman suku di Indonesia, masing-masing suku melahirkan adat istiadat 

yang memiliki ciri khas masing-masing. Keberadaan masyarakat adat diakui dan 

dilindungi undang-undang, termasuk dalam konstitusi nasional dan berbagai 

peraturan perundang- undangan (Gunawan, 2021). 

 Beberapa hak masyarakat adat yang diakui oleh hukum nasional dan 

internasional meliputi hak atas tanah ulayat, hak atas sumber daya alam, hak atas 

pengembangan budaya, dan hak atas partisipasi dalam pengambilan keputusan 

yang mempengaruhi kehidupan mereka. Namun, masih banyak masyarakat adat 

yang mengalami marginalisasi dan pelanggaran hak-hak mereka, terutama dalam 

konteks pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam  Untuk melindungi 

hak-hak masyarakat adat, diperlukan upaya-upaya seperti pengakuan dan 

penghormatan terhadap hukum adat, partisipasi masyarakat adat dalam 

pengambilan keputusan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat 

dalam proses pembangunan. 

Berkaitan dengan penjelasan diatas tentang hak masyarakat adat di 

Indonesia, belakangan ini telah terjadi konflik antara pemerintah dengan 
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masyarakat di Pulau Rempang. Fenomena yang terjadi yaitu relokasi masyarakat 

pada Pulau Rempang yang disebabkan oleh pembangunan Eco City yang akan 

dilakukan oleh pemerintah Bersama dengan sektopr swasta. Relokasi tersebut 

dinilai berdampak terhadap masyarakat adat yang memiliki mata pencaharian 

sebagai nelayan (Tempo.co, 2023). Proyek tersebut telah direncanakan sejak 

tahun 2004 dan kini menjadi bagian dari Program Strategis Nasional 

(cnnindonesia.com, 2023). Namun, atas rencana tersebut tercatat lebih dari 70% 

warga di lima desa tua menolak relokasi pembangunan Rempang Eco City tahap 

pertama (Kompas.id, 2023). 

Berdasarkan studi terdahulu, perlindungan hak adat atas tanah penting bagi 

masyarakat adat, karena tanah merupakan hal yang penting bagi keberadaan 

mereka (Hastarini & Luthfan, 2022). Masyarakat adat mendapatkan hak atas 

tanahnya sendiri meskipun pemilik tanah sebelumnya telah tiada (Fitriani et al., 

2021). Undang-Undang Desa tahun 2014 di Indonesia telah memberikan peluang 

bagi masyarakat adat untuk mendapatkan dan mempertahankan hak atas tanah 

mereka (Felisia, 2016).Hal ini juga terjadi pada kasus yang terjadi di Pulau 

Rempang terhadap pembangunan Eco City Rempang. Mayoritas masyarakat adat 

di Pulau Rempang adalah Suku Orang Darat dan Melayu. Namun, hingga saat ini 

mereka kian tersisih karena dampak dari sosial budaya dan pembangunan (Arman, 

2023).  

Berdasarkan analisis tersebut, maka penulis ingin melihat bagaimana 

kedudukan atas tanah masyarakat di Pulau Rempang yang diatur dalam peraturan 

dan dampak bagi Orang Darat. Selain itu, penelitian ini ingin menganalisisperan 
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Aliansi Masyrakat Adat Nusantara dan dampak relokasi dalam pembangunan Eco 

City di Rempang terhadap masyarakat setempat. 

Pembangunan kawasan industri Pulau Rempang, Kota Batam 

menimbulkan konflik sengketa tanah antara masyarakat, pemerintah, dan PT. 

Makmur Elok Graha. Program pembangunan yang bertujuan untuk 

meningkatkan daya saing Indonesia terhadap Singapura tersebut justru 

berujung bentrok akibat ketidakpastian hukum atas tanah. Masyarakat 

menganggap, tanah tersebut merupakan warisan leluhur yang telah ada 

sebelum kemerdekaan. Sedangkan di sisi lain, adanya Hak Guna Usaha (HGU) 

yang diberikan pada sebuah perusahaan, membuat tanah tersebut dianggap 

tidak lagi milik masyarakat. Menurut Praktisi Hukum Spesialis Bidang 

Properti dan Sumber Daya Manusia, Evander Nathanael Ginting, konflik 

Rempang memunculkan isu hak tanah, hak asasi manusia, serta kepentingan 

investasi pemerintah. “Jadi, di sini tanah adat mereka mau dibikin semacam 

Rempang Eco City. Dan di situ akan ada berbagai bentuk usaha, seperti pabrik, 

properti, akan dibangun di sana. Tapi dengan catatan, masyarakat adat diminta 

untuk keluar dari daerah itu. Nah, tentunya masyarakat adat di Rempang jelas 

tidak terima karena merasa tidak adil, hak asasi mereka diganggu gugat di 

sana,” 

Setidaknya terdapat dua masalah utama dalam konflik ini. Pertama, 

masyarakat adat yang terdiri dari Suku Melayu, Suku Laut, dan beberapa suku 

lainnya, telah menempati Pulau Rempang selama lebih dari 200 tahun. Selama 

masa tersebut, tanah di Pulau Rempang telah dianggap milik masyarakat adat 
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secara utuh. Kemudian pada tahun 2001-2002, pemerintah memberikan 

kewenangan berupa Hak Guna Usaha (HGU) pada sebuah perusahaan atas 

tanah Batam. Namun, hingga sebelum konflik terjadi, tanah tersebut tidak 

pernah dikunjungi atau dikelola oleh investor. Kedua, kewenangan atas 

pengelolaan lahan di Batam diatur oleh Badan Pengusahaan Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam). Sayangnya, 

batas-batas pengelolaan tanah oleh BP Batam dan tanah adat milik masyarakat 

tidak diuraikan secara jelas, hingga menimbulkan tumpang tindih penguasaan 

tanah. 

Batam ini bertetangga dengan negara-negara seperti Singapura dan 

Malaysia. Dan juga memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (ZEK) yang 

memberikan insentif fiskal dan fasilitas bagi investor. Jadi, di sini ada 

semacam keuntungan kalau kita berdagang di Batam. Tidak pernah ada 

kejadian gempa juga di Batam, jadi orang mau berinvestasi di Batam itu 

merasa aman,” tambah Evan. Pulau Batam menawarkan peluang investasi yang 

besar, bahkan dijanjikan juga masyarakat akan diberdayakan sebagai tenaga 

kerja jika proyek Rempang Eco City ini dapat terwujud. Alhasil, masyarakat 

pun terbagi menjadi dua kubu, yaitu masyarakat adat yang benar-benar 

menentang pembangunan, dan masyarakat mayoritas pendatang yang justru 

setuju dengan proyek tersebut. 

Jika menilik dari segi legalitas hukum akan pengelolaan lahan Batam 

dan Pulau Rempang, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41 Tahun 1973 

telah menjelaskan otorisasi tersebut. Dijelaskan bahwa hak pengelolaan atas 
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lahan Batam diberikan pada otoritas Batam (BP Batam) sepenuhnya untuk 

dibagikan pada pihak ketiga yang berperan mengelola tanah tersebut secara 

lebih lanjut. Pihak tersebut nantinya diwajibkan membayar hak guna lahan 

tersebut kepada pemerintah. Lalu, pada tahun 1992, pemerintah memberikan 

wilayah Rempang dan Galang pada otoritas Batam untuk dikelola dan 

memajukan industri Batam. 

“Setelah itu, mulai masuklah PT. Makmur Elok Graha pada tahun 2004, 

di mana DPRD Batam itu memberikan rekomendasi, bahwa PT ini dapat 

melakukan tindakan pengembangan di wilayah Batam. Dari rekomendasi ini, 

ada nota kesepakatan bahwa Pemerintah Batam setuju kalau PT. Makmur Elok 

Graha akan mengelola wilayah-wilayah di Batam, termasuk Rempang. Tapi 

perlu digarisbawahi, kesepakatan ini dinyatakan bahwa PT. MEG akan 

membangun pusat-pusat hiburan, perkantoran, permainan, yang berbeda 

dengan wacana sekarang,” ucap Reggy Dio Geo Fanny, selaku Penasehat 

Hukum yang turut mengulik Konflik Rempang ini. 

Ia menambahkan, sempat ada usaha pemisahan otoritas Kota Batam 

dengan pulau tua, seperti Rempang dari otoritas BP Batam oleh Walikota 

Batam. Tapi upaya tersebut tidak ada tindak lanjut, hingga pada tahun 2023 

dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan 

adanya proyek pembangunan Eco City di Kepulauan Riau. Adanya legalitas 

tersebut mengisyaratkan bahwa Pemerintah Indonesia mendukung sepenuhnya 

pembangunan proyek industri di Pulau Batam oleh PT. Makmur Elok Graha. 

“Tentu perlu diperhatikan pada ayat dua, dituliskan bahwa hak pengelolaan 
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yang berasal dari tanah ulayat, ditetapkan pada masyarakat hukum adat. 

Pertanyaannya, apakah masyarakat Batam tersebut merupakan masyarakat 

hukum adat yang diakui oleh negara. Dan apakah tanah tersebut juga diakui 

negara sebagai tanah ulayat,” tutur Reggy. 

Pemerintah memiliki peran penting dalam menentukan kewenangan 

seperti apa yang dapat menjadi jalan tengah antara berbagai pihak terlibat. 

Karena di samping hukum konstitusional, Indonesia sebagai negara 

multikultural memiliki hukum adat dan hukum agama sebagai bagian dari 

masyarakat. Pengakuan akan adanya hukum adat, masyarakat adat, dan tanah 

adat menjadi krusial untuk menemui titik terang dari konflik Rempang.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan 

penelitian dengan judul skripsi “Peran Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 

dalam Pendampingan Adat Melayu di Pulau Rempang Galang” 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pembahasan latar belakang permaslahan tersebut maka 

rumusan masalah yang menjadi perhatian peneliti adalah, Bagaimana peran 

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dalam mendampingi masyarakat adat melayu 

di Pulau Rempang 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Menganalisis dan 

mengidentifikasi peran AMAN dalam pendampingan masyarakat adat khusunya 

di Pulau Rempang dan mengetahui tantangan yang dihadapi oleh AMAN dalam 
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proses pendampingan serta advokasi sosial untuk memperjuangkan hak – hak 

masyarakat adat. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan manfaat dari penelitian yang hendak dicapai, maka 

penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Manfaat Teoritis : 

1. Menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang kesejahteraan sosial, 

khususnya dalam mengenai pendampingan dan advokasi sosial masyarakat. 

2. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pemberdayaan 

masyarakat adat, serta peran lembaga masyarakat adat dalam 

memperjuangkan hak – hak sosial dan ekonomi masyarakat adat. 

Manfaat Praktis : 

1. Memberikan gambaran yang lebih jelas tentang peran AMAN dalam 

pendampingan masyarakat adat, yang dapat digunakan sebagai referensi 

bagi organisasi atau lembaga lain yang bergerak di bidang yang sama. 

2. Memberikan masukan kepada pemerintah, llembaga masyarakat sipil dan 

pihak terkait lainnya untuk lebih memahami tantangan yang dihadapi dalam 

pendampingan masyarakat adat, serta untuk merumuskan kebijakan yang 

lebih mendukung hak-hak masyarakat adat. 

Manfaat Sosial : 
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1. Menjadi dasar bagi pemberdayaan masyarakat adat di wilayah lain, 

terutama dalam memperjuangkan hak-hak mereka, serta meningkatkan 

kesadaran kolektif akan pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap 

hak-hak masyarakat adat. 

2. Memperkuat kerjasama antara masyarakat adat, lembaga masyarakat sipil 

dan pemerintah dalam mendukung keberlanjutan pemberdayaan 

masyarakat di Indonesia. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Untuk mempermudah penyelesaian dari penelitian ini, maka penulis 

menyusun sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I   : PENDAHULUAN  

Bab ini berisi gambaran umum untuk memberikan tentang 

arah penelitian yang di lakukan , meliputi : Latar Belakang 

Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Sistematika Penulisan  

BAB II  : LANDASAN TEORITIS 

Pada bab ini menerapkan teori teori dari hasil penelitian 

terdahulu yang relevan meliputi : Kajian Pustaka, Kajian 

Penelitian terdahulu 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 



  

 
 

9 

Bab ini pada dasarnya mengungkapkan sejumlah cara yang 

memuat uraian tentang metode dan langkah-langkah 

penelitian secara operasional, yang meliputi: Jenis 

Penelitian, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Populasi 

dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik 

Analisis Data. 

BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan : Merupakan hasil penelitian dan 

pembahasan yang menjelaskan hasil dan pembahasan 

penelitan 

BAB V   : PENUTUP 

Pada bab ini berisi Simpulan, Saran dan Rekomendasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

2.1 Peranan 

Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapatdilaksanakan oleh 

individu – individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat 

dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial 

masyarakat. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan 

karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan 

untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan menjadi 

interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota asyarakat yang 

lainnya. 

Selain itu, peranan adalah sesuatu yang diperbuat,sesuatu tugas, sesuatu 

hal yang pengaruhnya pada suatu peristiwa. Sedangkan menurut Soekanto, 

peran adalah segala sesuatu oleh seseorang atau kelompok orang dalam 

melakukan suatu kegiatan karena kedudukan yang dimilikinya 

Peranan organisasi masyarakat adat dalam mendampingi dan melestarikan 

hak serta nilai budaya masyarakat adat telah menjadi fokus penelitian dan 

diskursus yang berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu 

organisasi yang memiliki peran strategis dalam hal ini adalah Aliansi 
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Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), yang didirikan pada tahun 1999 dan 

hingga kini terus memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di Indonesia, 

termasuk di daerah-daerah yang mengalami tekanan akibat proses 

pembangunan dan modernisasi.  

 

2.1.1 Peran AMAN dalam Pembelaan Hak-hak Masyarakat Adat: 

AMAN, sebagai organisasi yang mewakili masyarakat adat di Indonesia, 

memiliki peran penting dalam memperjuangkan pengakuan terhadap hak-hak 

masyarakat adat, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. 

Menurut Peluso (2009), AMAN telah berhasil memperjuangkan pengakuan 

hak atas tanah ulayat dan budaya dalam berbagai kebijakan pemerintah. Salah 

satu contoh keberhasilan AMAN adalah peranannya dalam mengadvokasi 

pengesahan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberi 

ruang bagi masyarakat adat untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak-hak mereka di tingkat desa. Dalam konteks Pulau Rempang 

Galang, AMAN turut serta memberikan pendampingan kepada masyarakat 

adat Melayu dalam menghadapi ancaman terhadap tanah adat mereka yang 

terancam oleh proyek pembangunan industri dan pariwisata. 

 

2.1.2 Peran AMAN dalam Mediasi dan Pembangunan Berkelanjutan 

Salah satu tantangan besar yang dihadapi masyarakat adat adalah konflik 

dengan pemerintah dan pihak swasta terkait dengan klaim tanah dan 

penggunaan sumber daya alam. Dalam hal ini, AMAN seringkali bertindak 
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sebagai mediator yang membantu menyelesaikan sengketa antara masyarakat 

adat, pemerintah, dan pihak ketiga seperti perusahaan. Menurut Hidayat 

(2017), AMAN berperan dalam memperjuangkan penyelesaian konflik melalui 

jalur hukum dan dialog, yang diharapkan dapat menciptakan solusi win-win 

bagi semua pihak. Pendampingan yang dilakukan oleh AMAN tidak hanya 

bertujuan untuk menjaga hak-hak masyarakat adat, tetapi juga untuk 

memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak merusak lingkungan 

hidup dan budaya lokal, melainkan sejalan dengan prinsip pembangunan 

berkelanjutan. 

 

2.2 Masyarakat Adat 

Masyarakat adat merujuk pada kelompok sosial yang memiliki identitas, 

norma, tradisi, dan sistem hidup yang diwariskan secara turun-temurun dan 

telah berkembang sejak lama dalam suatu wilayah tertentu. Dalam konteks 

Indonesia, masyarakat adat sering kali dikaitkan dengan hubungan yang 

sangat erat dengan alam, terutama tanah dan sumber daya alam, yang menjadi 

bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial dan budaya mereka. Dalam 

tinjauan pustaka ini, kita akan mengkaji beberapa konsep dasar tentang 

masyarakat adat, hak-hak mereka, serta tantangan yang dihadapi dalam 

konteks modernisasi dan pembangunan. 

2.2.1 Pengertian Masyarakar Adat 

Masyarakat adat adalah kelompok yang memiliki budaya dan tradisi yang 

bersifat khas dan telah ada sebelum negara atau sistem pemerintahan modern 
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muncul di wilayah tersebut. Menurut Sembiring (2006), masyarakat adat 

adalah komunitas yang memiliki sistem hukum adat, struktur sosial yang unik, 

serta pola hidup yang dipengaruhi oleh lingkungan mereka, baik alam maupun 

sosial. Di Indonesia, masyarakat adat dikenal dengan berbagai suku dan 

bahasa, seperti suku Dayak, Batak, Papua, dan Melayu, yang masing-masing 

memiliki kearifan lokal dan nilai-nilai yang diakui dalam sistem adat mereka.  

2.2.2 Hak – Hak Masyarakat Adat 

Hak-hak masyarakat adat mencakup hak atas tanah, sumber daya alam, 

serta hak untuk mempertahankan dan melestarikan tradisi budaya mereka. 

Menurut Puspa (2014), pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat di 

Indonesia seringkali terabaikan, khususnya terkait dengan hak atas tanah 

ulayat, yang merupakan bagian integral dari identitas dan keberlanjutan 

budaya mereka. 

Negara Indonesia, melalui berbagai kebijakan dan perundang-undangan, 

seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mulai 

memberikan ruang bagi pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. 

Namun, penerapan hukum ini seringkali terhambat oleh kepentingan 

pembangunan yang mengabaikan keberlanjutan dan hak-hak tradisional 

masyarakat adat.  

 

2.3 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ( AMAN ) 

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) adalah organisasi 

kemasyarakatan (ORMAS)  independen yang anggotanya terdiri dari 

komunitas-komunitas Masyarakat Adat dari berbagai pelosok Nusantara. 
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AMAN terdaftar secara resmi di Departemen Kehakiman dan Hak 

AzasiManusiasebagai Organisasi Persekutuan melalui Akta Notaris No.26, H. 

Abu Yusuf, SH dan Akta Pendirian tanggal 24 April 2001. Selanjutnya, 

kemudian diperbaharui melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 

AHU-0000340.AH.01.08. Tahun 2017 melalui Akta Notaris & PPAT No. 2, 

Ellyza, SH., M.Kn dengan Nomor NPWP 02.072.633.7-015.000. 

AMAN dideklarasikan berdasarkan bangunan sejarah pergerakan 

Masyarakat Adat yang panjang di Indonesia. Sejak pertengahan tahun 1980-an 

telah muncul kesadaran baru di kalangan organisasi non pemerintah (ORNOP) 

dan para ilmuwan sosial tentang dampak negatif pembangunan yang sangat 

luas terhadap berbagai kelompok masyarakat di Indonesia. Masyarakat Adat 

adalah salah satu kelompok utama dan terbesar jumlahnya yang paling banyak 

dirugikan oleh (dan menjadi korban) politik pembangunan selama tiga 

dasawarsa terakhir ini. Penindasan terhadap Masyarakat Adat ini terjadi baik di 

bidang ekonomi, politik, hukum, maupun di bidang sosial dan budaya lainnya. 

Inilah yang sering kali menjadi titik fokus para pejuang AMAN bagi 

masyarakat adat yang ada di Indonesia untuk mengatur sendiri hak-hak yang 

dimiliki oleh komunitas adat yang ada di Indonesia salah satunya 

adalahmasyarakat adat yang ada di pulau Rempang Galang. Seperti yang 

diungkapan oleh salah satu infoman peneliti yaitu Dodik pada tanggal 3 Maret 

2018 yaitu: 
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"Pada dasarnya AMAN dibentuk untuk melindungi hak-hak masyarakat 

adat jika masyarakat adat mengalami konflik dengan pemerintah daerah. Untuk 

menghindari konflik tersebut maka AMAN akan bergerak dalam: 

I) memperkuat kekompakan dalam komunitas adat 

2) melakukan pelatihan partisipasit merancang peraturan daerah komunitas 

adat. 

 

2.4 Pendampingan Advokasi Sosial dan Masyarakat Adat  

Pendampingan advokasi sosial merupakan salah satu bentuk intervensi yang 

penting dalam upaya memajukan keadilan sosial, memberikan perlindungan 

terhadap kelompok yang terpinggirkan, dan memastikan hak-hak mereka 

terlindungi dalam berbagai konteks sosial, politik, dan ekonomi. Dalam 

konteks masyarakat adat, pendampingan advokasi sosial berfungsi untuk 

memperjuangkan hak-hak mereka, mengatasi ketidaksetaraan, dan memberikan 

ruang bagi masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan 

keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pendampingan advokasi di 

dalam masyarkat dapat kita bagi dalam tiga strategi yaitu sebagai berikut: 

1. Strategi mikro 

Yaitu penghubung sosial masyarakat atau penghubung klien dengan 

sumber-sumber di lingkungan sekitar. Adapun teknik yang dapat dilakukan 

adalah menjalin relasi kerjasama dengan profesi-profesi kunci, membangun 

kontak-kontak antara klien dengan lembaga-lembaga pelayanan sosial, 

mempelajari kebijakan-kebijakan dan syarat-syarat serta proses pemanfaatan 

sumber daya yang ada di dalam masyarakat. 
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2. Strategi mezzo 

Yaitu mediator, maksudnya disini adalah mewakili dan mendampingi 

kelompok-kelompok formal atau organisasi guna mengidentifikasi masalah 

sosial yang dihadapi secara bersama dalam merumuskan tujuan, mendiskusi 

solusi-solusi secara potensial, monitoring dan mengevaluasi rencana aksi. 

Teknik yang dapat dilakukan, antara lain, bersikap netral, tidak memihak, dan 

pada saat bersamaan percaya bahwa kerjasama yang dibuat dapat berjalan serta 

mendatangkan manfaat. 

3. Strategi makro 

Yaitu sebagai aktivis dan analis kebijakan. Advokasi berperan sebagai 

aktivis sosial, maka harus terlibat langsung dalam gerakan perubahan sosial 

dan aksi sosial bersama masyarakat. Wujud ril dari peran sebagai aktivis sosial 

adalahmeningkatkan kesadaran publik terhadap masalah sosial, ketidak-adilan, 

memobilisasi sumber daya masyarakat untuk merubah kondisi-kondisi yang. 

buruk dan tidak adil, melakukan lobi dan negosiasi agar terjadi perubahan d 

bidang hukum, termasuk melakukan class action. 

2.4.1 Konsep Pendampingan Soaial dan Advokaai  

Pendampingan sosial merujuk pada suatu bentuk dukungan yang diberikan 

oleh individu atau organisasi kepada kelompok masyarakat yang 

membutuhkan, seperti kelompok marginal atau terpinggirkan, dengan tujuan 

untuk memperkuat kapasitas mereka dalam menghadapi ketidakadilan dan 

diskriminasi. Menurut Moser (1993), pendampingan sosial adalah proses yang 

melibatkan pemahaman situasi sosial masyarakat yang dihadapi, kemudian 
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memberikan intervensi yang membantu mereka untuk mengatasi masalah 

sosial atau ekonomi. Pendampingan ini dapat dilakukan dalam berbagai 

bentuk, termasuk edukasi, penyuluhan hukum, pemberian bantuan teknis, dan 

mediasi. 

Advokasi, di sisi lain, merujuk pada tindakan untuk membela dan 

memperjuangkan hak-hak kelompok yang terpinggirkan dalam sistem hukum, 

sosial, dan politik. Menurut Edwards dan Hulme (1996), advokasi adalah suatu 

bentuk perjuangan yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan publik, 

memperjuangkan hak-hak dasar, dan memastikan keadilan sosial. 

Pendampingan advokasi sosial biasanya dilakukan oleh lembaga atau 

organisasi non-pemerintah, seperti AMAN (Aliansi Masyarakat Adat 

Nusantara), yang berfokus pada perlindungan hak-hak masyarakat adat, atau 

LSM yang fokus pada isu kemiskinan, hak perempuan, atau minoritas. 

2.4.2 Peran Pendampingan Advokaai dalam Pemberdayaan Masyarakat. 

Pendampingan advokasi sosial memiliki peran yang sangat penting dalam 

pemberdayaan masyarakat. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak mereka, serta 

memberikan mereka alat dan pengetahuan untuk memperjuangkan hak-hak 

tersebut. Menurut Sen (1999), pemberdayaan adalah proses di mana individu 

atau kelompok memperoleh kendali atas sumber daya, informasi, dan 

kemampuan untuk membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan 

mereka. Dalam konteks pendampingan sosial, pemberdayaan masyarakat 

dilakukan dengan memberikan akses terhadap pendidikan, pelatihan 
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keterampilan, serta advokasi yang memungkinkan mereka untuk 

memperjuangkan hak-hak mereka secara efektif. 

Pemberdayaan masyarakat dalam pendampingan advokasi sosial juga 

mencakup penguatan kapasitas masyarakat untuk berorganisasi, membangun 

jaringan sosial, dan mengembangkan kemampuan untuk bernegosiasi dengan 

pihak-pihak yang lebih berkuasa, seperti pemerintah atau perusahaan. Sebagai 

contoh, AMAN dalam konteks masyarakat adat berperan untuk membantu 

masyarakat adat dalam mengorganisir diri mereka, memahami hak-hak mereka, 

dan memperjuangkan pengakuan terhadap hak atas tanah dan budaya mereka 

melalui jalur hukum dan politis (Peluso, 2009). 

2.4.3 Metode Pendampingan Advokasi Sosial 

Pendampingan advokasi sosial dapat dilakukan melalui berbagai 

pendekatan, tergantung pada kebutuhan dan konteks masyarakat yang 

didampingi. Beberapa metode yang umum digunakan dalam pendampingan 

advokasi sosial adalah:   

1. Pendekatan Hukum 

Pendampingan ini berfokus pada penyuluhan dan bantuan hukum untuk 

masyarakat agar mereka dapat memahami hak-hak mereka dalam konteks 

hukum negara. Hal ini melibatkan bantuan dalam mengakses keadilan, 

termasuk melalui pengajuan tuntutan hukum, pembelaan hukum, atau mediasi 

dengan pihak-pihak yang berkepentingan. 

2. Pendekatan Pendidikan dan Penyuluhan 
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Dalam pendekatan ini, masyarakat diberikan pendidikan mengenai hak-hak 

mereka, serta bagaimana cara memperjuangkannya melalui mekanisme yang 

tersedia. Ini mencakup penyuluhan tentang kebijakan publik, peraturan yang 

ada, dan cara-cara untuk mengorganisasi diri. 

3. Pendekatan Partisipatif 

Pendekatan ini mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses 

advokasi. Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek yang 

didampingi, tetapi juga subjek yang terlibat langsung dalam proses 

pengambilan keputusan. Pendekatan ini sering kali melibatkan 

pengorganisasian komunitas dan membangun aliansi dengan kelompok lain 

yang memiliki kepentingan yang sama. 

4. Pendekatan Negosiasi dan Mediasi 

 Dalam banyak kasus, pendampingan advokasi sosial melibatkan upaya 

untuk melakukan mediasi atau negosiasi antara masyarakat dan pihak yang 

lebih berkuasa, seperti pemerintah atau perusahaan. Tujuan utamanya adalah 

untuk mencapai solusi yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak. 

5. Tantangan dalam Pendampingan Advokasi Sosial 

Pendampingan advokasi sosial tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah 

satunya adalah resistensi dari pihak yang memiliki kekuasaan atau kepentingan 

ekonomi yang kuat, yang sering kali menanggapi advokasi sosial sebagai 

ancaman terhadap status quo mereka. Hidayat (2017) mencatat bahwa banyak 

advokasi sosial, terutama yang berhubungan dengan isu hak atas tanah dan 
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lingkungan hidup, menemui hambatan besar dalam bentuk intimidasi, 

kekerasan, atau kriminalisasi terhadap para pembela hak-hak masyarakat. 

Selain itu, pendampingan sosial juga menghadapi tantangan dalam hal 

membangun kapasitas masyarakat untuk terus melanjutkan perjuangan mereka 

setelah pendampingan berakhir. Oleh karena itu, penting untuk memastikan 

bahwa proses pemberdayaan dalam pendampingan advokasi sosial tidak hanya 

bersifat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan, dengan memberikan 

masyarakat kemampuan untuk beradaptasi dan bertahan dalam menghadapi 

perubahan yang ada. 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

  Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Menurut Sugiyono (2019), metode penelitian kualitatif sering 

disebut metode penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada 

kondisi yang alamiah (natural setting) berkembang apa adanya, tidak 

dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi 

dinamika pada objek tersebut. Pendekatan ini untuk mendapatkan pemahaman 

yang mendalam tentang  peranan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dalam 

pendampingan masyarakat adat yang ada di Pualau Rempang Galang. 
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3.2 Kerangka Konsep 

 Menurut Sugiyono (2017, hal. 95–96) dalam buku Metode Penelitian 

mengemukakan bahwa kerangka konsep atau kerangka berpikir merupakan 

model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai 

faktor yang telah diidentifikasikan sebagai hal yang penting., Maka konsep 

penelitian yang digunakan ialah : 

 

 

 

 

 

Tabel 3.1 Kerangka Konsep 

3.3 Defenisi Konsep 

Dalam penelitian ini, akan diberikan definisi operasional untuk konsep-

konsep yang digunakan. Definisi operasional ini akan memberikan 

pemahaman yang jelas tentang variabel-variabel yang diteliti. Penjelasan 

mengenai variabel-variabel yang diteliti bertujuan untuk memberikan 

pemahaman yang jelas mengenai elemen-elemen yang menjadi fokus dalam 

penelitian ini. 

  3.3.1 Pendampingan 

Pendampingan dalam penelitian ini merujuk pada proses dan tindakan 

yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) untuk 

memberikan dukungan dan bimbingan kepada masyarakat adat dalam 

Pendampingan 

Peran AMAN 

Hak Masyarakat Adat 
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berbagai aspek kehidupan mereka. Pendampingan ini meliputi: Pendampingan 

hukum, Pendampingan sosial dan Pendampingan ekonomi.  

  3.3.2 Peran Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ( AMAN ) 

Peran AMAN mencakup Advokasi yaitu berperan dalam memperjuangkan 

hak-hak masyarakat adat di tingkat lokal, nasional, dan internasional, serta 

mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait dengan hak masyarakat adat. 

Pemberdayaan, AMAN berperan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat 

adat, baik dalam hal pengetahuan tentang hak mereka, keterampilan dalam 

pengelolaan sumber daya alam, maupun penguatan jaringan sosial dan 

ekonomi. Perlindungan, AMAN membantu masyarakat adat dalam 

melindungi tanah dan budaya mereka dari ancaman eksternal, seperti 

pengambilalihan lahan atau eksploitasi sumber daya alam tanpa 

memperhatikan hak-hak masyarakat adat.  

 

  3.3.3 Hak Masyarakat Adat 

Hak masyarakat adat merujuk pada hak-hak yang melekat pada 

masyarakat adat berdasarkan tradisi dan hukum adat mereka, serta pengakuan 

hukum negara. Hak-hak ini meliputi Hak atas tanah dan sumber daya alam, 

Hak atas kebudayaan dan Hak atas pengakuan dan partisipasi. 

3.4 Kategorisasi Penelitian 

 Kategorisasi penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang 

jelas mengenai pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian. 
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Kategorisasi penelitian ini berdasarkan tujuan penelitian, metode pendekatan, 

sumber data dan fokus penelitian. 

 

3.5 Informan 

Informan atau narasumber penelitian adalah seseorang yang memiliki 

informasi mengenai objek penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan 

teknik purposive sampling dan snowball sampling. Karna purposive sampling 

adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, 

sedangkan snowball sampling adalah teknik pengambilan data yang pada 

awalnya sedikit, lama-lama menjadi besar (Sugiyono, 2017, hal. 218–219). 

Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang 

disebut sebagai narasumber. 

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah : Masyarakat adat di Pulau 

Rempang Galang , Perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan 

Pemerintah daerah setempat yang terlibat dalam kebijakan pengelolaan 

wilayah rempang galang. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Populasi dalam penelitian ini adalah organisasi masyarakat adat yakni 

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dalam memanntu masyarakat adat pulau 

rempang galang menyuarakan dan memperoleh kembali hak- hak mereka 

yang di ambil alih oleh pemerintah setempat. Analisis penelitian dilakukan 

menggunakan model miles dan huberman,berdasarkan penjelasan diatas, 

maka analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: pertama, 
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peneliti mereduksi data yang telah di dapat dilapangan yang berkaitan denga 

tema penelitian. Kedua, peneliti menyajikan data yang dirangkum 

berdasarkan fakta dilapangan. Ketiga, peneliti menyajikan data yang telah 

diperoleh dalam bentuk neratif. Keempat, peneliti membuat kesimpulan dari 

hasil penelitian yang didapat. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

 Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah 

: 

1. Observasi: 

 Creswell (2014), observasi adalah teknik pengumpulan data yang 

melibatkan pengamatan langsung terhadap fenomena yang diteliti. 

Observasi dapat dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat perilaku, 

interaksi, atau kegiatan yang terjadi di lingkungan penelitian. 

2. Wawancara : 

Rubin dan Rubin (2011), wawancara merupakan teknik pengumpulan 

data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden. 

Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara 

terstruktur, setengah terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada 

tujuan penelitian. 

3. Dokumentasi : 

Yin (2018), Dokumen atau dokumentasi dalam penelitian adalah 

teknik pengumpulan data yang melibatkan analisis terhadap dokumen-
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dokumen yang relevan dengan penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa 

laporan, kebijakan, catatan, buku, atau sumber-sumber tertulis lainnya 

yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.Dokumentasi juga 

menjadi momen atau kegiatan yang telah lalu yang dihasilkan menjadi 

sebuah informasi, fakta dan data yang diinginkan dalam penelitian. 

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Pulau Rempang Galang, yang merupakan 

salah satu daerah yang memiliki komunitas masyarakat adat dengan 

potensi konflik lahan dan hak-hak tanah ulayat. Pemilihan lokasi ini 

didasarkan pada relevansi isu tanah adat yang dihadapi oleh masyarakat 

Pulau Rempang Galang dan keterlibatan AMAN dalam mendampingi 

masyarakat tersebut. 

Penelitian ini akan dilakukan selama tiga bulan, dimulai dari 

pengumpulan data hingga analisis hasil penelitian. Waktu penelitian akan 

dibagi dalam beberapa tahap, yaitu tahap persiapan, pengumpulan data, 

analisis data, dan penulisan laporan. 

 

3.8.1 Reduksi Data: 

Reduksi data merupakan tahap penting dalam analisis data yang 

melibatkan pengurangan, penyusutan, dan penyederhanaan data yang telah 

dikumpulkan. Teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola atau 

tema-tema yang muncul dari data yang telah terkumpul. Reduksi data akan 

melibatkan pemilihan dan penekanan pada data yang paling relevan dan 
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signifikan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam konteks 

penelitian ini, reduksi data akan membantu dalam mengidentifikasi 

tantangan-tantangan utama yang dihadapi oleh Aliansi Masyarakat Adat 

Nusantara dalam pendampingan masyarakat adat di Pulau Rempang 

Galang. 

3.8.2 Pengumpulan Data: 

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui 

observasi, wawancara, dokumentasi, atau dokumentasi. Kombinasi 

ketiganya adalah triangulasi. Hasil dan tanggapan masing-masing 

informan dianalisis oleh peneliti, dan jika hasilnya kurang memuaskan, 

peneliti terus mengajukan pertanyaan hingga datanya dapat diandalkan. 

3.8.3 Penyajian Data: 

Menurut Miles & Huberman (2014), Setelah data dikurangi langkah 

selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data melibatkan 

pengorganisasian dan penyusunan data yang telah direduksi menjadi 

bentuk yang lebih terstruktur dan dapat dipahami. Teknik penyajian data 

dapat mencakup tabel, grafik, atau narasi yang jelas dan ringkas. Dalam 

penelitian ini, data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan studi 

dokumen akan disajikan secara terpisah dan dibandingkan untuk 

memperoleh gambaran yang komprehensif tentang peran AMAN dalam 

pendampingan masyarakat adat di pulau rempang galang. 

3.8.4 Menarik Kesimpulan Penarikan  
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Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data. Pada 

tahap ini, peneliti akan mengevaluasi hasil analisis data dan 

menghubungkannya dengan pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian. 

Kesimpulan yang ditarik harus didukung oleh temuan yang muncul dari 

data yang telah dianalisis.  

Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data 

interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

    Sumber: Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman 

Gambar 3.1 Skematis Proses Analisis Data 

 

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian 

3.9.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di Pulau Rempang Galang, 

Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.  

Pengumpulan Data Penyajian Data 

Verifikasi/ 

Penarikan Kesimpulan 

Reduksi Data 
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Gambar 3.2 Pulau Rempang Galang 

 

3.9.2 Waktu penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian selama 3 bulan dimulai dari bulan 

November 2024 hingga Januari 2025. Waktu penelitian ini mencakup tahap 

persiapan, pengumpulan data, analisis data, penulisan laporan, dan revisi dan 

finalisasi laporan.  

 Tahap persiapan meliputi studi literatur, perencanaan metodologi, 

pengembangan instrumen penelitian, dan persiapan administratif. 

 Tahap pengumpulan data melibatkan observasi langsung terhadap 

narasumber melaluli wawamcara dengan masyarakat asli pulau rempang 

galang serta wawancara dengan stakeholder terkait, dan pengumpulan 

dokumen terkait masalah yang terjadi di wilayah mereka dan kebijakan 

terkait. 

 Setelah pengumpulan data selesai, tahap analisis data dilakukan untuk 

menganalisis hasil observasi, wawancara, dan studi dokumen.  
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 Tahap penulisan laporan melibatkan penyusunan laporan penelitian yang 

mencakup pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil 

penelitian, dan kesimpulan.  

 Tahap revisi dan finalisasi melibatkan revisi laporan penelitian 

berdasarkan masukan dan saran dari pembimbing serta finalisasi laporan 

untuk diserahkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Data Informan 

Dari data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan 

dokumentasi. Pada tahapan ini dilakukan dengan (9) informan yang 

dianggap layak dengan tujuan penelitian ini dan representasi terhadap objek 

penelitian.  Diantaranya yaitu (6) penduduk asli rempang galang, (2) 

P

e

r

w

a

k

i

l

a

n

 

p

i

hak AMAN, serta Pemerintah  setempat. 

Tabel 4.1. Identitas Narasumber 

4.1.2 Hasil Wawancara Informan 

No Nama Umur Jabatan 

1. Bang Long 38 Penduduk Rempang 

2. Siti Nur Aisyah 37 Penduduk Rempang 

3. Dr. Hendra Yanto 35 Kadin Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Adat 

4. Erasmus Cahyadi 40 Deputi II AMAN 

5. Hadi Wijaya 36 Penduduk Rempang  

6. Syamsul Alam Agus 49 Sekjen AMAN 

7. Rokiyah 40 Penduduk Rempang 

8. Marni 38 Penduduk Rempang  

9. Rozi 49 Penduduk Rempang  
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Informan yang merupakan anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 

(AMAN) di Pulau Rempang Galang menyatakan bahwa AMAN berperan penting 

dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat adat. Salah satu 

informan yang terlibat langsung dalam kegiatan advokasi menjelaskan bahwa 

AMAN membantu masyarakat adat dalam memahami hak-hak mereka, terutama 

terkait dengan tanah ulayat dan hak-hak adat lainnya yang sering terabaikan oleh 

kebijakan pembangunan pemerintah.  

AMAN tidak hanya berfungsi sebagai mediator antara masyarakat adat 

dan pemerintah, tetapi juga sebagai lembaga yang menyuarakan isu-isu penting 

seperti hak atas tanah dan pelestarian budaya. Beberapa informan dari kalangan 

masyarakat setempat menyampaikan bahwa mereka menghadapi banyak 

tantangan dalam mempertahankan adat dan hak-hak mereka. Salah satunya adalah 

tekanan dari proyek pembangunan besar yang dijalankan oleh pemerintah atau 

pihak swasta yang sering kali tidak memperhatikan aspek sosial dan budaya. 

"Pembangunan yang datang tanpa mempertimbangkan adat kami sering kali 

membuat kami terpaksa berjuang untuk tanah yang sudah kami miliki selama 

ratusan tahun." 

Namun Informan lainnya mengungkapkan bahwa masyarakat adat sering 

kali tidak diberi ruang untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan 

terkait dengan kebijakan yang mempengaruhi mereka. Hal ini membuat mereka 

merasa terpinggirkan, meskipun tanah mereka sering kali menjadi lokasi proyek 

pembangunan besar seperti kawasan industri atau infrastruktur. Ada juga beberapa 

informan yang memberikan keterangan merasa kurang puas dengan keberhasilan 
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AMAN dalam mendampingi mereka. Beberapa dari mereka berpendapat bahwa 

meskipun AMAN telah melakukan advokasi, tetapi tantangan dari proyek 

pembangunan yang terus berlangsung tetap menjadi hambatan utama dalam 

mempertahankan hak adat mereka. Sebagai contoh, salah satu informan 

mengungkapkan, "Meskipun kami sudah didampingi, pembangunan tetap 

berlangsung, dan kami merasa tertekan." 

Wawancara juga menggali persepsi pemerintah daerah dan masyarakat 

umum terhadap peran AMAN dalam pendampingan masyarakat adat. Beberapa 

pejabat pemerintah yang diwawancarai menunjukkan sikap mendukung terhadap 

keberadaan AMAN, dengan menyebutkan pentingnya keberadaan organisasi ini 

untuk mengingatkan pemerintah mengenai hak-hak masyarakat adat. Namun, 

beberapa pejabat juga menekankan bahwa pendampingan AMAN harus tetap 

sejalan dengan kebijakan pembangunan yang ada. 

Di sisi lain, ada beberapa anggota masyarakat umum yang masih belum 

sepenuhnya memahami peran AMAN. Salah seorang informan yang merupakan 

warga non-adat menyatakan, "Kami tidak begitu tahu tentang AMAN, tetapi saya 

pikir mereka harus lebih banyak menjelaskan kepada masyarakat umum tentang 

peran mereka." 
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Gambar 4.1 Wawancara bersama aktivis AMAN 

 

4.2 Pembahasan 

Pada bagian pembahasan, hasil wawancara yang telah disajikan 

sebelumnya akan dianalisis dan dikaitkan dengan teori serta literatur yang relevan 

mengenai peran Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam 

pendampingan adat Melayu di Pulau Rempang Galang. Pembahasan ini bertujuan 

untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai temuan-temuan dari 

wawancara dan mengaitkannya dengan isu-isu sosial, hukum, dan kebijakan yang 

dihadapi oleh masyarakat adat. 

 

4.2.1 Peran AMAN dalam Pendampingan Masyarakat 

AMAN memiliki peran yang sangat krusial dalam memberikan 

pendampingan hukum dan sosial bagi masyarakat adat di Pulau Rempang Galang. 

Sebagaimana dikemukakan oleh informan, AMAN berperan sebagai lembaga 

yang memberikan bantuan hukum dalam mempertahankan hak atas tanah adat. 

Pendampingan yang diberikan oleh AMAN sejalan dengan teori gerakan sosial 
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yang menekankan pentingnya organisasi dalam pemberdayaan masyarakat yang 

terpinggirkan (Tilly, 2004).  

AMAN bertindak sebagai lembaga yang memperjuangkan hak-hak 

masyarakat adat melalui advokasi dan pendidikan, yang memberikan mereka alat 

untuk memperjuangkan hak-hak mereka di hadapan negara dan pihak swasta. Ini 

juga mencerminkan peran penting AMAN dalam memperkuat kapasitas 

masyarakat adat untuk bernegosiasi dengan kekuatan eksternal. 

 

4.2.2 Tantangan yang Dihadapi oleh Masyarakat Adat 

Masyarakat adat di Pulau Rempang Galang menghadapi berbagai 

tantangan, salah satunya adalah tekanan dari proyek-proyek pembangunan besar 

yang mengancam keberlanjutan tanah ulayat dan adat mereka. Hal ini 

mencerminkan salah satu fenomena yang sering terjadi di banyak tempat, di mana 

pembangunan sering kali mengabaikan hak-hak adat, seperti yang diungkapkan 

oleh informan yang berasal dari masyarakat adat. 

Masyarakat adat merasa diperlakukan tidak adil dalam proses 

pembangunan Eco City. Mereka menganggap bahwa proyek ini lebih 

mengutamakan kepentingan investor daripada hak-hak masyarakat lokal, yang 

berujung pada marginalisasi mereka.  

Proyek Rempang Eco City mengharuskan relokasi sekitar 7.500 penduduk. 

Relokasi ini dikhawatirkan akan menghilangkan pola hidup tradisional dan 

identitas budaya masyarakat adat, karena mereka dipaksa meninggalkan tanah 

leluhur yang telah mereka huni selama berabad-abad. Kurangnya dialog dan 
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penjelasan yang memadai menyebabkan ketegangan dan penolakan dari 

masyarakat terhadap proyek tersebut. 

. 

4.2.3 Pendampingan Hukum dan Sosial AMAN 

Pendampingan hukum dan sosial yang dilakukan oleh AMAN dapat 

dilihat dari wawancara dengan beberapa informan yang mengungkapkan bahwa 

pelatihan dan pendidikan hukum sangat membantu mereka dalam memahami hak-

hak mereka. Pendampingan sosial dan hukum yang diberikan oleh AMAN sesuai 

dengan prinsip pemberdayaan komunitas yang menyatakan bahwa pendidikan dan 

pelatihan adalah kunci dalam memperkuat kapasitas. Pendampingan sosial dan 

hukum yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk AMAN, menunjukkan 

upaya kolektif dalam melindungi hak-hak masyarakat adat Rempang-Galang. 

Melalui posko bantuan hukum, advokasi, pemetaan wilayah adat, dan tekanan 

kepada pemerintah, mereka berusaha memastikan bahwa pembangunan tidak 

mengorbankan hak-hak dasar dan keberlangsungan hidup masyarakat Galang. . 

Tim Solidaritas Nasional untuk Rempang telah mendirikan posko bantuan hukum 

di beberapa lokasi, seperti Kampung Pasir Panjang dan Sembulang Hulu. Posko-

posko ini bertujuan memberikan perlindungan hukum dan meningkatkan rasa 

percaya diri masyarakat yang terdampak proyek Rempang Eco City. 

 

4.2.4 Persepsi Pemerintah dan Masyarakat terhadap AMAN 

Wawancara dengan pejabat pemerintah dan masyarakat umum 

memberikan gambaran bahwa meskipun ada dukungan terhadap peran AMAN, 

terdapat juga pemahaman yang terbatas mengenai kontribusi mereka. Beberapa 
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pejabat pemerintah mengakui pentingnya AMAN sebagai mitra dalam 

memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, namun mereka juga menekankan 

pentingnya pengintegrasian kebijakan pembangunan yang sejalan dengan 

kepentingan masyarakat adat.  

Tanggapan dari pemerintah dan masyarakat umum ini sejalan dengan teori 

hegemoni Antonio Gramsci, yang menyatakan bahwa kelompok dominan dalam 

masyarakat seringkali memiliki kendali atas proses pembentukan kebijakan dan 

keputusan yang mempengaruhi kelompok yang lebih lemah (Gramsci, 1971). 

Dalam hal ini, meskipun ada dukungan terhadap peran AMAN, kebijakan 

pembangunan yang lebih besar masih seringkali tidak memperhitungkan 

kepentingan masyarakat adat, menciptakan ketegangan antara pembangunan dan 

pelestarian hak-hak adat. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memegang peran yang sangat 

penting dalam mendampingi masyarakat adat Melayu di Pulau Rempang Galang, 

terutama dalam memberikan perlindungan hukum dan sosial terhadap hak-hak 

adat mereka. AMAN berfungsi sebagai mediator yang membantu masyarakat adat 

memahami dan memperjuangkan hak-hak mereka, khususnya terkait dengan tanah 

ulayat yang sering terancam oleh proyek pembangunan.  

Namun, meskipun AMAN telah berhasil memberikan pendampingan melalui 

berbagai pelatihan dan advokasi, tantangan besar tetap ada, terutama terkait 

dengan kebijakan pembangunan yang seringkali tidak mempertimbangkan 

kepentingan masyarakat adat. Proyek-proyek pembangunan besar seringkali 

berlangsung tanpa melibatkan masyarakat adat dalam proses perencanaan, 

sehingga mengancam keberlanjutan hak atas tanah dan budaya mereka. Meskipun 

demikian, respon masyarakat adat terhadap pendampingan AMAN secara umum 

positif, meskipun ada juga kekhawatiran bahwa meskipun pendampingan telah 

dilakukan, kebijakan pembangunan yang tidak berpihak pada mereka tetap terus 

berjalan.  

Keberhasilan AMAN dalam memberikan edukasi hukum dan pemberdayaan 

sosial menjadi kunci dalam memperkuat posisi masyarakat adat, namun untuk ke 

depannya, diperlukan lebih banyak upaya untuk memastikan bahwa kebijakan 
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pembangunan lebih sensitif terhadap hak-hak adat dan melibatkan masyarakat 

adat dalam setiap tahap perencanaan. Dengan demikian, meskipun tantangan yang 

dihadapi masih besar, peran AMAN sangat krusial dalam memperjuangkan hak-

hak masyarakat adat dan memperkuat kesadaran hukum mereka dalam 

menghadapi perubahan sosial dan ekonomi yang cepat. 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah disampaikan, beberapa saran dapat diajukan 

untuk pengembangan lebih lanjut terkait penerapan pendidikan inklusif bagi anak 

disabilitas netra di Yayasan Pendidikan Tunanetra Sumatera: 

1. Untuk memperkuat posisi masyarakat adat, AMAN dapat meningkatkan kerja 

sama dengan pemerintah daerah dan pusat dalam merumuskan kebijakan yang 

lebih berpihak pada masyarakat adat. Penyusunan kebijakan pembangunan 

yang melibatkan masyarakat adat dalam proses perencanaan dan pengambilan 

keputusan akan membantu mengurangi konflik antara pembangunan dan hak-

hak adat. 

2. AMAN perlu lebih gencar dalam memberikan pendidikan dan pelatihan 

kepada masyarakat adat mengenai hak-hak mereka, serta memberikan 

keterampilan dalam menghadapi kebijakan yang merugikan. Dengan 

memperluas program edukasi dan pendampingan, masyarakat adat akan lebih 

siap dalam melindungi hak-hak mereka dan lebih percaya diri dalam 

memperjuangkan tanah ulayat dan budaya mereka. 

3. AMAN sebaiknya meningkatkan advokasi yang lebih terarah dan strategis, 

tidak hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga melalui diplomasi sosial 
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dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, pengusaha, dan lembaga 

internasional. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat posisi masyarakat 

adat dalam menghadapi proyek pembangunan yang berisiko mengancam 

kehidupan adat mereka. 

4. AMAN juga perlu memperluas pemahaman masyarakat umum tentang peran 

dan tujuan mereka dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. 

Peningkatan kesadaran ini dapat dilakukan melalui media massa, seminar, dan 

kegiatan publik yang menjelaskan pentingnya melindungi hak-hak adat dalam 

konteks pembangunan yang berkelanjutan. 

5. Masyarakat adat di Pulau Rempang Galang perlu terus didampingi untuk 

mempertahankan hak-hak mereka, terutama di tengah gencarnya 

pembangunan yang seringkali mengabaikan keberlanjutan budaya dan hak 

tanah adat mereka. AMAN, sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak 

masyarakat adat, memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan yang 

signifikan, tetapi diperlukan dukungan lebih lanjut dari semua pihak, baik 

pemerintah maupun masyarakat, untuk memastikan keberlanjutan budaya dan 

hak-hak masyarakat adat di masa depan. 
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